DARI PERS KOLONIAL KE PERS KOMERSIAL: SELINTAS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERS

Pengantar, penjelasan istilah
Pers umumnya dipergunakan untuk merujuk pada media massa (media yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan massa = public dalam jumlah besar) cetak. Diambil dari istilah “press” (= dicetak). 
Istilah lebih umum untuk merujuk pada media massa lain seperti radio, televisi (keduanya kerap juga disebut media penyiaran, karena terpublikasi dengan cara bersiaran dengan menggunakan jaringan frekuensi), kemudian sekarang dunia cyber adalah ‘media’. 
Banyak orang mengatakan bahwa basis utama dari pers adalah ‘informasi’, sedangkan media secara umum kini juga berbasiskan dua hal ‘informasi’ dan ‘hiburan’. 
[bookmark: _ftnref2]Sejarah Awal Pers Indonesia (atau pers di kepulauan Nusantara, atau Hindia Timur – East Netherland Indies) [2]
Mesin cetak masuk ke kepulauan Nusantara pertama kali pada abad ke-17 oleh VOC (Vereenidge Oost-Indische Compagnie), namun penggunaan awalnya dipergunakan untuk kepentingan VOC saja, sehingga tak ada dampaknya untuk masyarakat di luar itu. Penggunaan mesin cetak sangat ketat dilakukan, “…untuk mencegah agar mesin percetakan yang baru didirikan itu tidak mencetak hal-hal yang bertentangan dengan moral, sopan santun, kesusilaan, dan agama”. Demikian ditulis oleh Pieter Pau, seorang pegawai keuangan VOC pada bulan Juli 1688. 
[bookmark: _ftnref3]Barulah pada awal abad 18, percetakan yang ada di Hindia Belanda diperbolehkan untuk mencetak suratkabar pertama, bernama Bataviasche Nouvelles (1744-1746), kemudian ada Vendue-Nieuws yang memuat berita-berita tentang penawaran barang-barang untuk dijual oleh pegawai Kompeni yang pulang ke Nederland atau yang dipindahkan dari Batavia ke tempat lain. Vendue-Nieuws bertahan agak lama antara tahun 1776-1809. [3]
[bookmark: _ftnref4]Pers kolonial pada masa awal ini lebih banyak berisikan iklan atau advertensie dari isi kapal yang datang di Batavia dari Eropa, atau juga lelang dan berita perniagaan lainnya. Pers terbitan Belanda pada waktu itu bisa disebut sebagai pers resmi, karena ia mewakili kepentingan VOC / pemerintah Belanda. Dengan menyebut pers resmi, berarti lalu ada juga pers tidak resmi, yaitu pers yang dikelola oleh orang Belanda namun pandangannya kerap tak sejalan dengan pandangan pemerintah Belanda. Sejumlah kalangan Belanda yang kritis pada kebijakan kolonial pun menggunakan suratkabar untuk menyiarkan kritik-kritik tersebut, misalnya lewat suratkabar seperti Bondsblad, yang terbit pada 1897. Sementara itu di Belanda sendiri para mahasiswa Indonesia generasi awal juga mendirikan Indische Bond, sebagai wadah untuk merintis perjuangan Hindia Belanda sebagai tanah airnya, dan juga mengusahakan perlakuan yang sama dalam bidang politik. [4] Sementara itu terhadap para wartawan Belanda yang kritis pada kebijakan kolonial, banyak dari mereka yang kemudian terkena tindakan hukum, dan salah satu bentuk hukumannya adalah dengan dibuang. 
[bookmark: _ftnref5]Penulis sejarah Indonesia yang lain, Rudolf Mrazek, dengan sangat menarik melihat perkembangan nasionalisme di Indonesia terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada pada waktu itu, dimana misalnya ia menggambarkan tentang evolusi dari kemunculan jalan raya yang diaspal, lalu kawat telegram pertama, hingga kemunculan radio pertama di Hindia Belanda [5].
[bookmark: _ftnref6]Kemunculan teknologi cetak temuan Johan Guttenberg ini memang menakutkan untuk kalangan penguasa. Tak hanya untuk kalangan seperti pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga untuk kekuasaan Gereja di Eropa pada masa abad pertengahan. Kemunculan mesin cetak yang nantinya menandai masa industrialiasi mesin cetak dan proses penyebaran informasi (dimulai dengan pencetakan massal atas kitab suci, baru kemudian buku, dan suratkabar) . Banyak perubahan sosial terjadi dengan adanya mesin cetak ini, hingga memunculkan adanya kesadaran monopoli atas teks, hingga memunculkan para intelektual baru yang lebih sekuler dan juga pada akhirnya (dalam konteks Indonesia) menghasilkan nasionalisme, yaitu perasaan serasa dan senasib akibat pemberitaan yang disebarkan lewat surat-surat kabar [6] 
[bookmark: _ftnref7]Ahli lain, Walter J. Ong (seorang Jesuit asal Canada yang menjadi rekan dari salah satu master dalam dunia komunikasi; Marshal McLuhan) juga pernah menuliskan paparannya atas perkembangan masyarakat yang berubah dari masyarakat yang banyak menggunakan tradisi lisan menjadi masyarakat dengan menggunakan tradisi tulis. Pergeseran-pergeseran dari dua kutub budaya tadi dan segala implikasi sosial budayanya menjadi focus perhatian Ong. [7]
[bookmark: _ftnref8]Masyarakat di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu terbagi dalam tiga golongan besar: Masyarakat Belanda, Masyarakat Tionghoa, dan Masyarakat Pribumi / Bumi Putera. Dalam masyarakat Belanda sendiri, sejumlah kalangan mengemukakan kritik atas kebijakan kolonial. Sementara itu dalam masyarakat Tionghoa awalnya mereka mengarahkan pandangan suratkabarnya dengan berkiblat pada kepentingan Negara Tiongkok, sebagai negeri nenek moyang. Namun belakangan sejumlah kalangan Tionghoa – lewat sejumlah perdebatan panjang – memunculkan dua kelompok masyarakat: mereka yang masih berorientasi ke Tiongkok dan juga membela kepentingan Belanda, dan kelompok lain adalah mereka yang bersimpati pada upaya masyarakat bumi putera untuk menuju arah kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri. [8]
Pers yang membela kepentingan pribumi sendiri baru akan muncul pada akhir abad 19 atau awal abad 20, seturut dengan adanya politik Etis (Etische Politieke) yang memberikan kesempatan kepada para siswa berbakat untuk menempuh studi lanjut di Belanda, dengan dukungan dana dari pemerintah kolonial. Belakangan kebijakan macam ini menghasilkan situasi yang berbalik, dimana para tenaga terdidik yang tadinya diperkirakan akan bisa mengisi jalur birokrasi pemerintahan kolonial, malah menjadi makin sadar dengan hak-haknya, dan mulai menuntut soal kemerdekaan tanah jajahan. 
[bookmark: _ftnref9][bookmark: _ftnref10]Majalah kebudayaan Basis, belum lama ini menurunkan satu edisi khusus yang berbicara soal sejarah pers yang dilihat dari pelbagai aspek: organisasi kewartawanan dari masa ke masa, tentang sejarah koran-koran kiri di Indonesia, tentang pers perempuan, tentang media olahraga, pers Tionghoa, pers Islam, media budaya, dan lain-lain [9]. Menarik jika melihat dalam perkembangan belakangan ini ada banyak pihak menulis soal sejarah pers, suatu bidang yang langka ditulis dan diminati [10].
Benih Nasionalisme dalam suratkabar 
[bookmark: _ftnref11]Kebijakan politik etis (edukasi, transmigrasi, dan irigasi) dilakukan oleh pemerintah Belanda, setelah terjadi serangkaian protes dari kelompok liberal atas penghisapan yang telah dilakukan pemerintah terhadap tanah jajahan. Niatan pemerintah Belanda untuk mendapatkan tenaga terampil untuk mengisi birokrasi di Hindia Belanda, kenyataannya menghasilkan para terdidik yang makin sadar, dan makin terbuka pikirannya atas gagasan ‘menentukan nasib bangsa sendiri’. Inilah kondisi yang disebut Kartini “Habis Gelap Terbitlah Terang” [11]. 
[bookmark: _ftnref12]Kebijakan politik etis ini pula yang kemudian membuat sejumlah terpelajar awal selalu dekat dengan suatu suratkabar atau media cetak lain. Orang seperti Sukarno menuliskan pikirannya pada koran Fikiran Rakyat, Mohammad Hatta menuliskan buah-buah pikirannya pada terbitan Indonesia Merdeka, dan kemudian Daulat Rakjat. Pada masa sebelumnya kita juga tahu orang seperti Tirto Adhi Soerjo juga mempergunakan koran Medan Prijaji sebagai bagian dari perlawanan terhadap pemerintahan kolonial [12]
[bookmark: _ftnref13]Dengan demikian suratkabar pada waktu itu lebih dipergunakan untuk kepentingan melawan kolonialisme Belanda, mengangkat problematika yang dihadapi masyarakat bumi putera, dan juga alat untuk menyebarkan kesadaran pentingnya memiliki bangsa sendiri serta bebas dari penjajahan. Namun tindakan seperti ini bukan tidak mengandung resiko. Justru sebaliknya sadar dengan menggunakan suratkabar sebagai alat perjuangan, berarti juga sadar dengan ancaman persdelict (kasus pidana pers), yang berarti penulis bisa dipenjarakan atau dibuang ke luar pulau Jawa, plus suratkabar ditutup. [13]
[bookmark: _ftnref14]Dalam bayang-bayang perang dunia II, wilayah eks Hindia Belanda pun beralih control kepada Jepang, dan masuknya Jepang ke Indonesia, ditandai dengan tutupnya seluruh suratkabar berbahasa Belanda, dan semua suratkabar lainnya dihimpun oleh Jepang dan dikontrol terpusat. Selain control terpusat pada suratkabar, Jepang juga mengontrol radio, kantor berita, dan perfilman [14]. Para bumi putera yang tadinya bekerja untuk media-media lain, seluruhnya menjadi operator media yang dipimpin oleh Jepang. Namun begitu, tokoh-tokoh seperti Adam Malik, BM Diah, Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, nantinya akan menikmati pengalaman bekerja secara teknis bagi Jepang ini, karena setelah revolusi kemerdekaan, mereka ini kemudian mendirikan lembaga kantor berita Antara (Adam Malik), lalu suratkabar Merdeka (BM Diah), suratkabar Pedoman dan mingguan Siasat (Rosihan Anwar), dan suratkabar Indonesia Raya (Mochtar Lubis). 
Masa Kemerdekaan – Demokrasi Konstitusional – Demokrasi Terpimpin
Banyak suratkabar muncul pada masa awal kemerdekaan, sebagai kelanjutan dari upaya mengumumkan kemerdekaan bangsa dan negeri yang masih muda, walau mereka hidup dengan serba kekurangan: terbit tidak rutin, problem tidak mendapat pasokan kertas secara regular, percetakan yang tidak memadai, serta dana yang memungkinkan terbit hanya dalam waktu pendek. 
Namun begitu di sejumlah kota besar Indonesia, sejumlah suratkabar Republiken muncul dan mengobarkan kemerdekaan, dan pula berusaha terus berjuang dengan adanya pasukan Sekutu yang kembali ke perairan Nusantara untuk menguasai wilayah eks koloni Jepang tersebut. Barulah 4 tahun setelah Proklamasi terjadi pengakuan kedaulatan penuh oleh pemerintah Belanda atas pemerintah bekas Hindia Belanda tersebut.
Sejumlah pers yang muncul pada masa awal kemerdekaan itu antara lain adalah: Harian Merdeka (Jakarta), Harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Harian Waspada (Medan), Harian Pedoman Rakyat (Ujung Pandang).
Setelah Republik lebih stabil, maka pemerintahan muda ini mulai berjalan, walau sering disela oleh aneka problem seperti keributan di daerah-daerah, dan mulai menguatnya partai-partai politik, serta diselenggarakannya pemilu pertama tahun 1955. Suratkabar pada itu kental dengan warna ideologinya, dalam arti bahwa partai politik dengan terang-terangan menyebut bahwa suratkabar tertentu adalah corong mereka. Misalnya kelompok Nahdlatul Ulama memiliki suratkabar , sedangkan kelompok Muhammadyah memiliki suratkabar Abadi, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) memiliki koran Pedoman dan mingguan Siasat. Harian Merdeka sering disebut dekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Harian Rakjat.
Koran-koran seperti Kompas ataupun Sinar Harapan, baru muncul pada periode berikutnya. Koran Sinar Harapan baru terbit sejak tahun 1964, sedangkan Kompas baru muncul pada tahun 1965 bulan Juni. 
[bookmark: _ftnref15]Yang juga penting dicatat pada periode ini adalah pertikaian politik antara kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunis justru makin menegang, walau Sukarno justru telah menggariskan perlunya ada persatuan Indonesia dari tiga golongan tersebut. Keributan yang terjadi dalam dunia sastra dan budaya, yang diwakili oleh kelompok Manifest Kebudayaan (sering diejek sebagai Manikebu) versus Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sedangkan polemic berkepanjangan antara suratkabar Merdeka (dan kelompok pers yang masuk dalam Badan Pendukung Soekarnoisme-BPS) dan Harian Rakjat menggambarkan situasi pertikaian ideologis pada waktu itu. [15] 
[bookmark: _ftnref16]Pada masa ini pers pun terkena banyak halangan dari pemerintah ataupun kelompok militer. Situasi Negara yang darurat dan penuh ketidakpastian membuat sejumlah pers ditutup sementara dan sejumlah wartawan pun dimasukkan dalam penjara – seperti Mochtar Lubis contohnya. [16]
Orde Baru (akhir dari pers-pers ideologis) 
[bookmark: _ftnref17]Kemunculan Orde Baru pada tahun 1965/66 menampilkan konstalasi baru dalam pers di Indonesia. Segera setelah Suharto dan Angkatan Darat naik ke kuasaan, maka terjadi gelombang pembersihan terhadap koran-koran kiri. Tak kurang dari 100an penerbitan pers ditutup, dan ratusan orang wartawan ditahan dan dibuang ke pulau Buru. Semangat antikomunis inilah yang melekat hingga ke akhir masa Orde Baru. Bahkan ada larangan bahwa eks tahanan politik (yang tak pernah dihadirkan ke pengadilan, dan mencakup puluhan ribu orang) setelah lepas dari tahanan tak boleh masuk ke dalam sejumlah sector yang dianggap strategis: pertahanan keamanan (menjadi anggota ABRI), pegawai negeri, dosen atau pengajar, dan wartawan. [17] 
[bookmark: _ftnref18][bookmark: _ftnref19][bookmark: _ftnref20]Pembersihan atas ratusan suratkabar itu nyatalah menjadi pintu masuk untuk perilaku yang sama terhadap pers dalam 30 tahun berikutnya. Gelombang pembredelan pers terjadi juga pada tahun 1974 [18], kemudian pelarangan terbit sementara pada tahun 1978 [19], serta pencabutan SIUPP (istilah yang dihaluskan atas ‘pembredelan’) terhadap suratkabar Sinar Harapan, Tabloid Monitor, serta suratkabar Prioritas. Dan menjelang akhir masa Orde Baru, tiga mingguan berita; Majalah Tempo, Editor dan Tabloid Detik pun dicabut SIUPP pada tanggal 21 Juni 1994 [20]. 
Peneliti seperti Daniel Dhakidae menyebut Orde Baru sebagai masa dimana pers-pers ideologis (dalam arti pers yang berafiliasi kepada partai politik secara langsung, dan mengemban misi ideology tertentu) berakhir, dan digantikan dengan munculnya pers industrial. 
[bookmark: _ftnref21]Untuk media seperti Kompas, pembredelan seperti ini sangatlah traumatik, karena pers ada dalam suasana ketidakpastian, dan setiap waktu penguasa yang tak senang dengan pers bisa saja menutup perusahaan pers. Dan itu artinya ribuan orang akan jadi penganggur, dan pihak perusahaan pun diberatkan untuk memikirkan perusahaan yang tutup tersebut. Dari sinilah muncul ide untuk melakukan diversifikasi (pengembangan unit usaha) dalam tubuh perusahaan Kompas Gramedia. Caranya adalah dengan mendirikan sejumlah suratkabar daerah, lalu unit usaha lain seperti majalah, penerbitan, toko buku, perusahaan film, perusahaan retail (supermarket), hingga ke perusahaan tissue. Belakangan juga jaringan hotel. Ini artinya “sekoci telah disiapkan jika sewaktu-waktu kapal utama tak lagi diijinkan untuk berlayar”. [21]
[bookmark: _ftnref22]Pertumbuhan menjadi pers industri tak hanya dialami oleh media seperti Kompas, tetapi juga pada grup Tempo yang mengembangkan jaringan suratkabar Jawa Pos, lalu juga grup Media Indonesia, walaupun belakangan sejumlah suratkabar di bawah Media Indonesia ini beralih kepemilikan ke grup lain. [22]
Tabiat penguasa terhadap pers pada itu berbentuk: kontrol terhadap informasi, menutupi informasi terbuka kepada masyarakat, kebiasaan meneror pers (dikenal istilah ‘budaya telepon’, yaitu telepon yang datang dari kalangan aparat pemerintah atau militer untuk menyensor berita tertentu untuk tidak boleh disiarkan keesokan harinya), sensitif pada kritik, hingga melakukan pemenjaraan pada wartawan hingga pembunuhan kepada wartawan. 
[bookmark: _ftnref23]Yang juga bisa dicatat di sini adalah perilaku control dari Negara terhadap pers, serupa dengan apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru pada sector-sektor lain, dengan pemberlakuan ‘state corporatism’, yaitu Negara yang mengontrol aneka kelompok-kelompok kepentingan agar menjadi mudah diatur: partai disederhanakan menjadi 3 buah saja (dari belasan jumlah pada pemilu tahun 1971), pemuda diwadahi dalam KNPI, dikenal ada kelompok Pemuda Pancasila, dan aneka pengistilahan Pancasila pada macam-macam kelompok, pengusaha dikumpulkan dalam KADIN, buruh dikumpulkan dalam SPSI, sementara pers diatur lewat PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) [23]
Pada masa menjelang kejatuhan Suharto, muncullah televisi swasta di Indonesia, yang awalnya adalah televisi yang dimiliki oleh kroni Suharto, dalam rupa anak-anak Suharto (RCTI awalnya dimiliki oleh Bambang Triatmodjo, anak lelaki pertama Soeharto, kemudian juga muncul TPI yang dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, anak perempuan pertama Suharto), saudara Suharto (SCTV awalnya dimiliki oleh Sudwikatmono, saudara ipar Suharto), serta konco bisnis lainnya (Indosiar dimiliki oleh Liem Soe Liong, dan ANTV yang dimiliki Aburizal Bakrie). 
[bookmark: _ftnref24][bookmark: _ftnref25]Pembredelan tahun 1994 telah memunculkan protes dimana-mana, dan utamanya adalah penolakan atas pencabutan SIUPP tersebut, lalu diikuti dengan kemunculan organisasi wartawan tandingan PWI, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) [24], dan juga memunculkan adanya sejumlah koran bawah tanah. Di lain pihak, kemunculan teknologi baru bernama internet juga memberikan percepatan penyampaian informasi yang tak bisa disensor atau dikendalikan oleh pemerintah [25]. 
Kemunculan fenomena-fenomena baru itu memberikan perlawanan atas control informasi yang dilakukan pemerintah Suharto selama itu, dan dengan munculnya saluran informasi tandingan, maka makin kelihatanlah belang-belang dari pemerintahan Suharto, yang terbukti saat terjadi krisis ekonomi tak mampu mengatasinya dengan pemerintahan yang tak efisien serta penuh rekayasa korupsi. Suharto pun jatuh pada bulan Mei 1998. 
Reformasi 
Segera setelah Suharto jatuh, kondisi sosial politik, dan juga pers mengalami Perubahan drastic. Kontrol yang dilakukan pemerintah lewat surat ijin, sudah mulai dihilangkan. Undang-undang baru diperkenalkan pada public, menegaskan pengakuan adanya kebebasan pers di Indonesia. Pers dengan muatan asing yang sangat terlarang di jaman orde baru makin marak tampil di pasaran. Secara singkat, regulasi media jadi lebih liberal. Gelombang baru televisi swasta muncul: TRANS TV, TRANS 7 (DULU TV 7 yang dimiliki oleh Grup Kompas, sebelum dijual kepada Trans Corp), METRO TV, GLOBAL, O CHANNEL, dan aneka TV local lainnya. 
Peran Negara menjadi inferior, walau terkadang sejumlah menteri penerangan masih berkeinginan untuk memiliki kekuasaan yang besar seperti masa lalu. Pengganti dari fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga independent seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diminta dalam UU Pers tahun 1999 dan UU Penyiaran tahun 2002. Yang jelas tampak adalah konglomerasi media dari sejumlah grup makin meluas dan makin kokoh. Banyak pengusaha yang masuk ke dalam industri media, dan membuat industri media memang memiliki karakter yang sangat kapitalistik (mendahulukan pengumpulan profit, menampilkan isi yang lebih mengundang pemasukan, isi media jadi lebih ‘soft’, tidak terlalu berani menampilkan liputan-liputan investigasi, tayangan televisi pun makin semena-mena: memasuki wilayah privat dan mengkomodifikasinya, kehidupan artis, kehidupan orang biasa-biasa). Fenomena saling mempromosikan isi dari grup yang lain menjadi sangat jelas. 
Teknologi media berkembang, tetapi teknologi mahal dimiliki hanya sekelompok pihak saja, dan persaingan dalam industri media sangatlah luar biasa. Media franchise dari luar negeri mudah sekali ditemui (majalah FHM, Reader’s Digest, Harper’s Bazzar, dan lain-lain). Fungsi media ditarik-tarik antara kepentingan atas fungsi informasi dan fungsi hiburan. 
Sekedar gambaran, inilah grup-grup media besar saat ini: 

	Media Group 
	Leader of the Group 
	Newspaper 
	Magazine / Tabloid
	Radio Station 
	Television Station 
	Cyber Media 
	Other Businesses 

	Kompas Gramedia Group 
	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo
	Kompas, Jakarta Post, Warta Kota and other 11 local paper
	37 magazine and tabloids. 5 book publishers.
	Sonora Radio and Otomotion Radio 
	-
	Kompas.com, Kompas Cyber Media 
	Hotels, Printing House, Promotion Agencies, University, 

	MNC (Media Nusantara Citra) 
	Hary Tanoesoedibjo 
	Seputar Indonesia (Sindo)
	Genie, Mom & Kiddie, Realita, Trust Magazine
	Trijaya FM, Radio Dangdut TPI, ARH Global, Women Radio 
	RCTI, Global TV, TPI, Indovision (cable television) 
	Okezone
	

	Jawa Pos Group 
	Dahlan Iskan 
	Jawa Pos, Fajar, Riau Pos, Rakyat Merdeka and other 90 newspaper in the region 
	23 weeklies 
	Fajar FM in Makassar 
	JTV (JawaPos TV) in Surabaya and other 3 local stations (Pekan Baru, Batam, Makassar)
	Jawa Pos News Network 
	Travel bureau, power house 

	Mugi Reka Aditama (MRA)
	Dian Muljani Soedarjo 
	-
	Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Esquire, FHM, Good House Keeping, and other 10 magazine (most franchised magazine) 
	Hard Rock FM (in Bandung, Jakarta, Bali and Surabaya), MTV Sky (in Jakarta and Bandung) 
	O’Channel (has been taken over by SCTV) 
	-
	

	Bali Post Group 
	Satria Narada 
	Bali Post, Suluh Indonesia and 2 other newspaper 
	Tokoh tabloid 
	- 
	Bali TV and 8 local television stations 
	Bali Post, Bisnis Bali 
	- 

	Mahaka Media Group 
	Erick Tohir 
	Republika, Harian Indonesia (in Mandarin language) 
	Golf Digest Magazine, Arena, Parents Indonesia, A+ magazine 
	Radio JakFM
	Jak TV, TV One (join with Bakrie Group)
	-
	Entertainment, outdoor advertisement 

	Femina Group 
	Pia Alisjahbana, Mirta Kartohadiprodjo
	-
	Femina, Gadis, Ayahbunda, Dewi and other 10 magazine 
	Radio U-FM 
	- 
	- 
	Production house 

	Bakrie Group 
	Anindya Bakrie 
	-
	-
	-
	ANTV, TV One 
	Viva News 
	Property, mining, Crude Palm Oil

	Lippo Group 
	James Riady 
	Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan 
	Investor magazine, Globe Asia, Campus Asia
	-
	-
	-
	Property, Hospital, Education, Insurance 


Penutup 
Landskap media yang baru seperti sekarang (jika dibandingkan dengan masa Orde Baru) menghasilkan tantangan yang berbeda lagi. Di masa lalu, informasi dikekang, pemerintah melakukan sensor, media dikontrol. Saat sekarang, informasi melimpah (saking melimpahnya menjadi ‘limbah’), pemerintah tidak melakukan sensor, tetapi sebaliknya banyak tayangan di televisi menampilkan apa yang kurang pantas untuk ditonton, media tak perlu dikontrol pemerintah, tetapi ia kini dikontrol oleh pemodal atau pemiliknya. Masih ada beberapa media mencoba untuk independen, tetapi lebih banyak yang tidak independen. 
Pada decade 1940 hingga 1990an awal istilah ‘pers perjuangan’ masih kerap disebut-sebut dalam aneka pembicaraan soal pers, namun kini, istilah itu sudah hilang. Yang adalah sebagai gantinya adalah istilah ‘pers industri’, dengan penekanan pada makna perputaran modal via industri media (entah mau disebut industri informasi atau industri hiburan). Fenomena bajak membajak sumber daya manusia adalah lumrah, lalu aneka tayangan untuk meningkatkan rating dilakukan. Industri televisi terutama adalah yang paling depan untuk mengetengahkan tayangan-tayangan hiburan. Industri televisi utamanya adalah industri pertunjukan (show business). Apakah yang dipertunjukkan punya makna atau tidak, itu soal lain. 
Informasi disampaikan dengan sangat cepat. Kompetisi antar media terjadi dalam hal kecepatan penyampaian informasi, baik itu televisi, radio, media online, atau media harian dengan dukungan media online-nya. Kecepatan penyampaian informasi memang penting, tetapi kecepatan penyampaian informasi itu bukan tanpa masalah. Utamanya adalah masalah dengan akurasi (ketepatan data/informasi) – masih ingat dengan kasus hilangnya pesawat Adam Air pada bulan Januari 2008, dan dikabarkan telah ditemukan, padahal keliru informasinya. 
[bookmark: _ftnref26]Dari khasanah literature dari tradisi Gereja Katolik, kita akan ingat akan dua dokumen penting yaitu: Inter Mirifica (IM-1963) dan Communio et Progressio (CP-1971), ditambah lagi dengan pesan-pesan yang dikemukakan oleh Paus dalam perayaan hari Komunikasi Sosial pada bulan Mei setiap tahunnya. Naskah-naskah ini menarik untuk menjadi suatu pegangan bagaimana kita melihat perkembangan industri media dewasa ini. Sebelum bertumbuh menjadi industri, media adalah bagian dari kegiatan komunikasi sosial manusia dan untuk itu inti dasar komunikasi sosial terletak pada usaha: perkembangan alat komunikasi sosial yang mengabdi pada kepentingan sosial masyarakat, dan juga merupakan cerminan dari anugrah Allah. [26]
Bahwa alat komunikasi sosial ini adalah ‘anugrah Allah’, sudah disebutkan lebih dulu dalam IM, yang menyebutkan bahwa “Antara penemuan teknologi yang menakjubkan, yang terutama dewasa ini, dengan restu Allah, diolah kecerdasan manusia dari ciptaan, Bunda Gereja menyoroti dan mengikuti dengan keprihatinan khusus penemuan itu, yang sangat menyangkut roh manusia, dan yang membuka jalan baru untuk menyalurkan dengan mudah serba ragam berita, pemikiran dan perintah. Di antara penemuan-penemuan ini unggullah alat-alat, yang kodratnya mampu mencapai dan menggerakkan bukan saja masing-masing manusia, tetapi juga masyarakat luas dan seluruh umat manusia, seperti pers, film, radio, televisi, dan alat-alat lain sejenis, yang sebab itu tepat dapat disebut alat komunikasi sosial. (IM 1).
[bookmark: _ftnref27]Dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial dunia ke-43, tahun ini, Bapak Suci Benediktus XVI menulis pesan yang menarik dan kontekstual, judulnya: “Teknologi Baru, Relasi Baru: Memajukan Budaya Menghormati, Dialog dan Persahabatan”.Pesan ini mendalam, dan menyentuh secara spesifik kepada para anggota masyarakat yang menjadi para pengguna dari aneka teknologi komunikasi baru. Dalam hitungan bulan kita sekarang makin akrab dengan aneka istilah ini: Blackberry, IPhone, ITunes, Facebook, Twitter, dan hal-hal sejenisnya. [27]
Paus dalam pesannya menyebutkan begini: “Kita tidak perlu terpukau dengan kehebatan media baru dalam menjawab kerinduan manusia dalam berkomunikasi dan berelasi dengan sesama, karena sesungguhnya, hasrat berkomunikasi dan bersahabat ini berakar dari kodrat kita yang paling dalam sebagai manusia dan tak boleh dimengerti sebagai jawaban terhadap berbagai inovasi teknis.” 
Lagi Paus menyebutkan: “Dalam terang pemahaman ini, merenungi makna teknologi baru sungguh penting, agar kita tidak sekedar menaruh perhatian pada kemampuannya yang tak dapat diragukan itu, tetapi terutama pada kwalitas isi yang disebarkan melalui media tersebut.” Dan apa yang dimaksud sebagai “kwalitas isi” tersebut, tak lain dan tak bukan adalah “harus benar-benar menghormati martabat dan nilai pribadi manusia”. 
Paus pun menekankan hal tentang teknologi baru yang bisa membuka jalan dialog dan dialog bertujuan “untuk memajukan pertumbuhan pengertian dan sikap setia kawan, dan ia harus berakar pada ikhtiar mencari kebenaran sejati dan bersama. Hidup bukanlah sekedar rangkaian peristiwa dan pengalaman. Hidup adalah sebuah pencarian kebenaran, kebaikan dan keindahan.” Di situ letak kesejatian komunikasi (dan tujuan dari media yang) kita (buat). (*)
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